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Abstrak 

Pada masa pandemic covid-19 seluruh instlasi mengalami dampak yang hebat, tak terkecuali 

pada anggaran. Tujuan dilakukannya riset ini adalah guna mengetahui besarnya Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terhadap perubahan anggaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten 

Brebes pada masa pandemi. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Sampel penelitian satu 

unit analisis pada bidang terkait yaitu bidang anggaran di Kantor Badan Pendapatan, 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Brebes yang diperoleh dengan 

menggunakan teknik in-depth interview. Hasil riset menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif perubahan anggaran terhadap anggaran belanja langsung pada masa pandemi covid-

19 pada Pemerintah Kabupaten Brebes 

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Belanja, Anggaran Langsung 

 

Abstract 

During the COVID-19 pandemic, all institutions experienced a great impact, including the 

budget. The purpose of this research is to determine the amount of Regional Original Income 

(PAD) for budget changes set by the Brebes Regency Government during the pandemic. The 

research method uses qualitative. The research sample of one unit of analysis in a related field, 

namely the budget field at the Brebes Regency Office of the Regional Revenue, Financial 

Management and Assets Agency (BPPKAD) was obtained using in-depth interview techniques. 

The results showed that there was a positive influence of budget changes on the direct 

expenditure budget during the Covid-19 pandemic on the Brebes Regency Government 

Keywords: Local Revenue, Budget, Direct Budget 

 

PENDAHULUAN 

Kabupaten Brebes merupakan salah satu area otonom dimana pemerintah daerah 

menambahkan peluang untuk mengembangkan potensi area dan memiliki wewenang untuk 

mengelola sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri secara efektif. Kemandirian yang 

dimiliki daerah otonom bertujuan untuk membangun daerah secara optimal dan tidak berfokus 

pada anggaran pemerintah pusat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan dan mengoptimalkan 

pendapatan daerah serta memberikan daerah yang termasuk dalam sektor-sektor produktif takaran 

belanja yang besar. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak 

daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan pendapatan lain-lain asli daerah yang sah merupakan penerimaan yang diperoleh 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah melakukan berbagai upaya investasi guna 

meningkatkan PAD. Peningkatan PAD diharapkan juga dapat meningkatkan belanja modal 

pemerintah daerah sehingga dapat berdampak positif selama lebih dari satu periode akuntansi 
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untuk aset tetap dan aset lainnya[1]. Pemerintah daerah mengalokasikan belanja daerahnya untuk 

melakukan rancangan pembangunan sehingga mampu menambah perkembangan ekonomi, 

manfaatnya mewujudkan kelancaran semua aktivitas pemerintahan, pemerintah setempat harus 

megubah komposisi belanjanya[2] 

Pemerintah Indonesia dan seluruh rakyat hampir setahun terpenjara oleh ganasnya covid-19 

yang seolah menguasai udara di Indonesia. Hal ini menjadi alasan pemerintah mewajibkan 

penerapan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir 

dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan) di tempat umum maupun di rumah[3]. Dampak 

pandemi covid-19 menyebabkan minimnya pemasukan bagi setiap orang tidak terkecuali anggaran 

pemerintahan yang semakin minim. Pada perubahan keenam atas peraturan Bupati Kabupaten 

Brebes Nomor 90 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Kabupaten Brebes, pasal 1 butir ke-1 Ketentuan dalam Anggaran Pendapatan pada APBD 

Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 semula sebesar Rp 3.129.412.939.000 berkurang sebesar 

Rp 216.028.821.33) sehingga menjadi sebesar Rp 2.913.384.117.665. Selanjutnya pada butir ke-

2 tentang Ketentuan dalam Anggaran Belanja pada ABPD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 

2020 semula sebesar Rp 3.270.994.179.000 berkurang sebesar (Rp 219.970.892.837), sehingga 

menjadi Rp 3.051.023.283.163. Pada hal ini terlihat jelas masa pandemi mempengaruhi 

pendapatan maupun anggaran belanja daerah Kabupaten Brebes. 

Belanja daerah merupakan tolak ukur keberhasilan otonomi daerah[4]. Dimana dalam 

APBD belanja modal menjadi bentuk anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah 

untuk menambah aset tetap[5]. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang belanja 

modal, diartikan sebagai pengeluaran anggara untuk mencapai pendapatan dalam laporan APBD. 

Perencanaan keuangan dalam jangka panjang berkaitan dengan belanja modal, terutama pada 

pembiayaan untuk memelihara aset tetap belanja modal yang dihasilkan. Kebutuhan daerah berupa 

sarana dan prasarana mendasari pengalokasian belanja modal, baik untuk kelancaran pelaksanaan 

tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas umum. Dari waktu ke waktu, belanja daerah lebih 

banyak digunakan untuk belanja rutin yang kurang produktif. Belanja modal sebaiknya 

dialokasikan untuk kepentingan dan tujuan produktif, seperti untuk kegiatan pembangunan[6]. 

Harapan dari penerimaan pemerintah lebih banyak untuk mewujudkan program pelayanan 

publik[7]. Menurut pendapat keduanya berharap alokasi belanja untuk kepentingan masyarakat 

sangat penting. Pada penelitian ini analisis empiris tentang alokasi PAD apakah adanya pengaruh 

terhadap perubahan anggaran belanja langsung pemkab brebes pada masa pandemi covid-19?. 

Penelitian ini bertujuan untuk membangun teori dalam alokasi PAD terhadap perubahan anggaran 

belanja langsung Pemerintah Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19? 

Manfaat penelitian ini bagi akademisi, sebagai bahan masukkan untuk pengembangan ilmu 

akuntansi sektor publik yang berkaitan tentang alokasi pendapatan asli daerah terhadap perubahan 

anggaran belanja langsung Pemerintah Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19. Bagi 

pemerintah diharapkan adanya pertimbangan akan potensi Pemerintah Kabupaten Brebes dalam 

mengalokasikan belanja modal pegawai dan mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki 

Pemerintah Kabupaten Brebes, sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang semakin 

baik. 

 

KAJIAN LITERATUR 

Anggaran merupakan estimasi kinerja yang akan dicapai pada periode yang telah ditentukan 

dan dinyatakan dalam ukuran finansial[8]. Rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan 

dan belanja, dengan hal ini menggambarkan kondisi keuangan suatu organisasi tertentu yang 

mencangkup informasi tentang pendapatan, aktivitas dan belanja merupakan anggaran publik[9].  

Anggaran sektor publik yang terkait dengan jumlah alokasi dana setiap program aktivitas yang 

diproses dalam satuan moneter. Pembangunan daerah terletak pada kebijakan pembangunan yang 

khas pada daerahnya dengan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan buatan 



yang tersedia oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah melakukan kebijakan anggaran, hal ini 

merupakan kunci keberhasilan dari kebijakan tersebut. Anggaran sektor publik yang terkait 

dengan jumah alokasi dana setiap program dan aktivitas yang diproses dalam satuan moneter[10]. 

Selesainya perumusan strategi dan perencanaan strategi dilakukan secara otomatis proses 

anggaran organisasi sektor publik dimulai. Penganggaran yang berbasis kinerja bertujuan untuk 

mengetahui kinerja keuangan daerah, melihat sejauh mana pengelolaan keuangan daerah dapat 

efektif dan efisien[11]. Beberapa fungsi penting terkait anggaran publik antara lain: Hasil akhir 

dalam proses penyusunan rencana kerja, cetak biru kegiatan yang akan dilakukan di masa depan. 

Sebagai alat komunikasi internal yang menghubungkan seluruh unit kerja dan mekanisme kerja 

antara atasan dan bawahan sebagai alat pengendali unit kerja, sebagai alat motivasi dalam 

mencapai visi organisasi, instrumen politik. instrumen kebijakan fiskal[12]. 

Teori pilihan rasional adalah konsep yang memaparkan tentang cara memilih tindakan atau 

langkah yang maksimal dalam kegunaan atau dalam arti lain untuk memuaskan keinginan dan 

kebutuhan guna memaksimalkan keuntungan serta meminimkan biaya[13]. Teori ini bertumpu 

pada ilmu ekonomi, namun dalam perkembangannya dapat bermanfaat untuk menjelaskan 

fenomena yang terjadi dalam berbagai disiplin ilmu termasuk bagaimana menjelaskan pilihan 

tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan publik. Seluruh 

pendapatan daerah yang berasal dari dana pemerintah pusat dan dana yang dihasilkan sendiri oleh 

daerahnya melalui PAD harusnya lebih banyak dialokasikan pada anggaran belanja daerah dalam 

bidang fasilitas maupun infrastruktur publik dan kebutuhan pemerintah yang lebih produktif[14]. 

Pada kenyataanya pendapatan daerah  tersebut seringkali digunakan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan yang kurang menunjang pertumbuhan ekonomin yang kurang produktif[15]. Pada 

pemaparan teori pilihan rasional di atas, merupakan teori yang cukup tepat untuk keadaan 

penganggaran pada Pemkab Brebes pada masa pandemi seperti sekarang. Dimana Pemerintah 

Kabupaten Brebes memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kemanfaatan atau yang dapat 

memuaskan keinginan dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Brebes dengan kata lain 

meminimalisir biaya. 

PAD merupakan penerimaan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah dari berbagai 

sumber dalam wilayahnya sendiri[16]. Selanjutnya bahwa pendapatan daerah yang bersumber dari 

hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-

lain merupakan PAD[17]. Unsur PAD sebagai berikut : 

1. Retribusi Daerah 

Ada dua pungutan untuk kabupaten/kota, antara lain: retribusi kabupaten/kota ditetapkan sesuai 

kewenangan daerah masing-masing, pungutan untuk kabupaten/kota ditentukan sesuai dengan 

layanan yang diberikan oleh masing-masing daerah. 

2. Pajak Daerah 

Jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota meliputi: pajak hotel, pajak restoran/restoran, pajak 

hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan, pajak atas ekstraksi mineral kelas c, dan pajak 

parkir 

3. Dana badan usaha milik daerah dan dana pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan. 

Jenis-jenis penghasilan tersebut antara lain obyek penghasilan, diantaranya: bagian keuntungan 

untuk perusahaan milik lokal, divisi lembaga keuangan bank, bagian keuntungan dari lembaga 

keuangan non bank, dan bagian laba atas ekuitas/investasi[18]. 

4. Pendapatan Asli Daerah Sah Lainnya 

Jenis-jenis penghasilan tersebut antara lain obyek penghasilan, antara lain: hasil penjualan aset 

daerah yang dipisahkan, penerimaan akun saat ini, penerimaan bunga deposito, denda atas 

keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan kompensasi kerugian/kerugian aset 

daerah[19]. 

PAD memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengalokasian belanja modal pada 

penelitian[20]. Hasil penelitian Mawarni, dkk. dan Ni Luh Dina, dkk. sependapat dengan 



Darwanto & Yulia bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara PAD terhadap belanja 

modal[21], [22]. Otonomi daerah yang dilakasanakan dengan baik dapat diihat dari pendapatan 

asli daerah yang tinggi.  

PAD adalah semua penerimaan kas daerah yang diakui sebagai penambah kekayaan bersih 

dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah[23]. Dalam 

penelitian sebelumnya pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi 

belanja modal[24]. Dalam temuan ini, besaran PAD dapat diindikasikan menjadi salah satu faktor 

penentu dalam menentukan belanja modal[25]. Untuk setiap penyusunan APBD, alokasi belanja 

modal harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan PAD yang 

diterima[26]. Pemerintah daerah harus mengupayakan PAD semaksimal mungkin[21]. Menurut 

Akbar PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal[22]. PAD 

berpengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian 

terdahulu dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam 

menentukan alokasi belanja modal. Semakin besar PAD yang diterima maka akan meningkatkan 

alokasi belanja modal daerah[26]. Semakin besar pendapatan asli daerah akan membuat belanja 

daerah juga meningkat dan akan lebih banyak pengeluaran untuk kesejahteraan masyarakat[27]. 

Dari penelitian yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap belanja modal[28]. 

Rencana, anggaran mengutamakan pembangunan, berpihak pada publik, dan kekuatan 

pengambilan keputusan, yang dilaksanakan dalam satu periode fiskal[29]. Anggaran tersebut 

masih dalam bentuk rencana, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya akan ada perbedaan 

dengan kenyataan di lapangan pada saat anggaran dilaksanakan, sehingga penganggaran tidak 

selesai pada saat mencapai ketentuannya[30]. Revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan 

anggaran untuk bereaksi terhadap kondisi lingkungan sekitar dan kebijakan pemerintah, serta 

meningkatkan kinerja anggaran[31]. Pada tahun target anggaran saat ini dengan yang 

direncanakan dan ditentukan di lapangan ternyata berbeda selama anggaran ditetapkan, hal inilah 

yang mendasari perubahan penganggaran yang disebut revisi pada tahun anggaran[32]. Penyebab 

perubahan APBD ada beberapa faktor, yaitu karena perkembangan yang tidak sesuai dengan 

kebijakan anggaran berupa terlampauinya proyeksi pendapatan daerah atau tidak melaksanakan 

alokasi belanja daerah serta sumber dan penggunaan pembiayaan yang berbeda dengan yang telah 

ditentukan[33]. Terdapat faktor penting lain yang terkait dengan perubahan alokasi belanja, yaitu 

perubahan anggaran tahun lalu karena penetapan revisi anggaran tahun berjalan mengikuti pola 

yang telah berjalan sebelumnya [34]. 

Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai pemerintah daerah yang memiliki kewenangan 

besar dengan adanya desentralisasi diharapkan mampu melihat dan mengidentifikasi semua sektor 

ekonomi unggulan dan mampu mendongkrak berbagai sektor ekonomi sehingga dapat berdampak 

pada peningkatan kapasitas daerah[35]. Selain melihat sektor ekonomi yang ada, pemerintah 

daerah juga diharapkan dapat meningkatkan PAD, sehingga akan mengurangi ketergantungan 

pada pemerintah pusat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuka sektor 

ekonomi baru dengan melihat potensi pada masing-masing wilayah. Dengan adanya berbagai 

sumber pendapatan asli daerah dari sumber-sumber baru tersebut diharapkan kemandirian semakin 

meningkat sehingga pada akhirnya pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada alokasi anggaran 

dari pemerintah pusat untuk membiayai anggaran rumah tangganya. 

Dasar kesadaran tersebut, maka perhatian yang besar dari pemerintah provinsi dan 

pemerintah kabupaten/kota untuk dapat meningkatkan faktor kapasitas daerah dalam pembiayaan 

APBD itu sendiri perlu ditingkatkan guna mengurangi proporsi dana transfer pemerintah pusat di 

total. Pendapatan daerah, yang merupakan salah satu ukuran tingkat kemandirian suatu daerah. 

Belanja yang bertujuan untuk membuat anggaran yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan 

program dan kegiatan disebut belanja langsung. Kualifikasi belanja langsung dibagi menurut jenis 

pembelanjaannya, yaitu: belanja pegawai yang ditujukan untuk belanja upah dalam melaksanakan 



program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, belanja barang dan jasa, belanja 

modal[36]. 

Anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran belanja modal  

didasarkan pada kebutuhan akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

pemerintahan maupun untuk sarana umum[37]. Setiap tahun, dampak finansial jangka panjang 

adalah pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan 

pelayanan publik.  Belanja modal adalah belanja yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun 

anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan [38]. 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, APBD merupakan suatu rencana keuangan tahunan daerah yang 

ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD menjadi tolak ukur keberhasilan suatu daerah di 

dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya, dampak positif peningkatan PAD 

ditandai dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah. APBD, adalah rencana keuangan 

pemerintah daerah tahunan yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 

menyatakan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat 

lebih dari 12 (dua belas) bulan. Demikian pula belanja modal dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang menambah aktiva tetap atau aktiva lain yang memberikan manfaat lebih 

dari satu periode akuntansi, termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang 

mempertahankan atau menambah masa manfaat, menambah kapasitas dan kualitas asset. Dalam 

APBN, selain anggaran penerimaan juga terdapat anggaran belanja yang dapat dikelompokkan 

menjadi dua jenis, yaitu, pengeluaran rutin, belanja pembangunan[39]. Belanja rutin adalah 

belanja yang ditujukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan sehari-hari[40]. Padahal biaya 

rutin dapat dibagi menjadi biaya operasional dan biaya konsumsi[41]. Pengeluaran rutin secara 

rinci dapat dikelompokkan menjadi beberapa unsur, yaitu: belanja karyawan, belanja barang, 

subsidi daerah otonom, angsuran bunga / hutang, biaya rutin lainnya[42] 

 

Tabel 1. Dimensi Variabel 

Dimensi/ 

Variabel 
Sub Dimensi Indikator 

Anggaran 

Publik 

a. Sistem 

penganggaran 

b. Teknik 

penganggaran 

1) Anggaran tradisional atau anggaran konvensional 

2) Pendekatan new publik management 

3) Anggaran kinerja (performance budgeting) 

4) Zero Based Budgeting (ZBB) 

5) Planing, Programming, and Budgeting System (PPBS) 

 

Belanja 

Langsung 

c. Konsep 

pengelolaan 

keuangan 

d. Klasifikasi 

pembelanjaan 

1) Bidang sosial 

2) Aspek sosial ideologi, aspek sosial politik, aspek sosial ekonomi, 

aspek sosial budaya, aspek sosial keamanan 

3) Belanja penyelenggaraan pemerintah pusat 

4) Belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga 

utang, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, 

belanja lain-lain, dan transfer daerah. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Riset ini menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif digunakan sebagai metode 

yang menggunakan objek meneliti alamiah. Peneliti menjadi instrumen kunci dengan teknik 

pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi atau gabungan yang analisis datanya bersifat 

induktif. Hasil penelitian kualitatif yang didapat menekankan pada pemahaman makna[43]. Objek 

dalam riset ini adalah pegawai Kantor BPPKAD Kabupaten Brebes pada masa pandemi covid-19. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penerapan model Miles and Huberman Dengan 



model Miles dan Huberman sebagai alat analisis data, tahap analisis data terdiri dari reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses meringkas, memilih hal-hal 

utama, memfokuskan pada hal-hal penting sesuai tema dan menghilangkan hal-hal yang tidak 

perlu. Penyajian data meliputi deskripsi data berupa uraian singkat atau narasi, bagan, dan 

hubungan antar kategori, menginterpretasikan fakta, gejala dan kejadian yang telah diamati dan 

dipastikan selama proses pengumpulan data di lapangan untuk memahami apa yang terjadi dan 

merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan tentang apa yang telah dipahami [44]. Sumber 

data yang diperoleh dari riset ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan aparatur daerah dan lokasi objek penelitian di Kabupaten Brebes. Objek penelitian meliputi 

Kantor BPPKAD Kabupaten Brebes pada bidang keanggaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengambilan data dengan metode wawancara pada hari Rabu, 20 Maret 2019 di kantor 

BPPKAD Kabupaten Brebes pada bidang anggaran. Bersama Bapak Khoerul Umam terkait 

keanggaran yang ada di Pemkab Brebes, gambaran umum PAD pada saat pandemi mengalami 

penurunan semula Rp 398.649.681.000 turun menjadi Rp 363.130.149.000. PAD antara lain pajak 

daerah turun 10%, retribusi daerah turun 20%, dan PAD lain-lain yang sah turun 20%. Sementara 

untuk belanja daerah, juga mengalami penurunan, yakni semula Rp 3.270.994.179.000 berkurang 

4,43% menjadi Rp 3.125.981.682.000.  

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp 1.824.932.368.000, dan 

belanja langsung sebesar Rp 1.301.049.314.000. Belanja langsung tersebut terdiri dari Belanja 

Pegawai semula Rp 63.989.734.000 naik 27,42% menjadi Rp 81.538.546.000. Kemudian, Belanja 

Barang dan Jasa semula Rp 801.121.247.000 berkurang 4,8% menjadi Rp 762.525.653.000. 

Sedangkan belanja modal berkurang dari Rp 536.441.460.000 menjadi Rp 456.985.115.000.  

Pada belanja langsung terkhusus pada belanja pegawai untuk kondisi anggaran belanja 

pegawai pada dasarnya tetap sama dengan sebelum pandemi, hanya terdapat pembeda antaranya 

terkait honor kegiatan dipotong sampai sekarang, gaji dan tunjangan pendapatan tetap sama. Pada 

masa pandemi seperti sekarang ini, Pemkab Brebes condong untuk mengintensifkan tenaga 

kesehatan yaitu yang telah diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 

HK.01.07/MENKES/327/2020 tentang penetapan corona virus disease 2019 (covid-19) akibat 

kerja sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekrjaan tertentu.  UU No. 36 Tahun 2014 

tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298. Cara 

penyusunan dan penyaluran PAD diantaranya pada perubahan Bupati tentang APBD diatur pada 

Pergub diubah dengan otomatis target pendapatan berubah sama dengan alokasi belanja langsung 

berubah di Pergub APBD tersebut. Penyaluran tidak ada perubahan sebelum maupun sesudah 

pandemi, prosedur tidak berubah. Dalam hal ini konsep pengelolaan keuangan Pemkab Brebes 

pada bidang anggaran dengan menganut konsep berimbang, dimana ketika terdapat defisit 

pembiayaan menjadi penutupnya. Ketika belanja lebih besar dari pendapatan, akan secara otomatis 

ditutup pdengan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari periode yang 

sebelumnya.  

Pada masa pandemi seperti sekarang lebih memprioritaskan untuk penanganan covid-19 

dari sisi bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan bansos untuk masyarakat yang terdampak 

covid-19. Untuk penerapan pendekatan sistem penganggaran Pemkab Brebes pada masa pandemi 

condong untuk mengakomodir kebutuhan covid-19 dan adanya pengurangan anggaran atau 

pengeluaran pendapatan belanja perubahan, pada surat perubahan APBD adanya aturan yang 

membatasi yaitu pada UU No 1 tentang penanganan covid-19 semua bebas dapat digeser atau 

dialihkan pada hal-hal yang lebih diprioritaskan.  

 



KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan pada kantor BPPKAD Kabupaten 

Brebes bahwa PAD pada saat pandemi mengalami penurunan semula Rp 398.649.681.000 turun 

menjadi Rp 363.130.149.000. PAD antara lain pajak daerah turun 10%, retribusi daerah turun 

20%, dan PAD lain-lain yang sah turun 20%. Sementara untuk belanja daerah, juga mengalami 

penurunan, yakni semula Rp 3.270.994.179.000 berkurang 4,43% menjadi Rp 3.125.981.682.000. 

Konsep Pemda Kabupaten Brebes dengan menggunakan konsep perimbangan dimana dana 

pembiayaan menjadi penutup. Adanya perubahan anggaran belanja langsung yaitu menjadikan 

belanja langsung mengalami penurunan sekitar 35%. Anggaran diprioritaskan untuk penanganan 

covid-19 dimana untuk pembiayaan intensif tenaga kesehatan dan bantuan terhadap masyarakat 

yang mengalami dampak covid-19. Adanya SKPD yang dikurangi untuk anggarannya dan ada 

yang ditambah seperti dinas kesehatan karena sebagai prioritas untuk penanganan covid-19. Hal 

ini berkaitan dengan belanja penyelenggaraan pemerintah dimana Pemda Kabupaten Brebes 

menyalurkan bantuan sosial melalui PPKD Namun, pada dasarnya pembagian operasional bansos 

anggaran berada di tangan dinas sosial. 
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